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Al-Mawardi dan An-Nabhani merupakan dua tokoh besar pemikir Islam
yang cukup terkenal di masa mereka masing-masing, terutama dalam hal politik.
Karena pada zaman Rasulullah tidak dijelaskan secara detail mengenai
mekanisme pengangkatan kepala negara, maka antara Al-Mawardi dan An-
Nabhani pun memiliki cara yang berbeda. Selain memiliki cara yang berbeda Al-
Mawardi dan An-Nabhani pun memiliki memiliki landasan hukum yang berbeda
pula.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep pemikiran Al-
Mawardi dan Tagiyuddin An-Nabhani dalam hal Pengangkatan Kepala Negara
dan landasan hukum yang digunakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan kitab
karangan Al-Mawardi dan An-Nabhani sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengangkatan Kepala Negara
menurut Mawardi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, melalui
persidangan ahlu al-aqdi wa al-hal , yaitu kepala negara dipilih dan diangkat oleh
dewan perwakilan yang ditunjuk oleh kepala negara. Dalam hal ini Mawardi
mendasarkan pada peristiwa pemilihan dan pengangkatan Utsman bin Affan
sebagai kepala negara oleh sekelompok orang yang ditunjuk oleh umar yang
terdiri dari enam orang. cara yang pertama ini memeliki kelemahan dan juga
kelebihan. Adapun kelemahan cara yang pertama ini adalah anggota ahlu al-aqdi
wa al-hal sebagai dewan perwakilan, dipilih dan diangkat oleh kepala negara. Hal
ini menunjukkan bahwa ahlu al-aqdi wa al-hal merupakan perpanjangan tangan
kekuasaan (kepala negara) bukan perpanjangan tangan rakyat yang seharusnya
dewan tersebut merupakan penampung dan pelaksana aspirasi serta mewakili
rakyat dalam memilih kepala negara. Sedangkan kelebihan dari gagasan Al-
Mawardi yaitu lebih menghemat waktu dan biaya. Cara yang kedua dalam
pengangkatan kepala Negara Menurut Mawardi adalah melalui pemberian
mandat, yaitu memberikan atau mewariskan jabatan kepala negara kepada putra
mahkota atau orang lain oleh kepala negara. Dalam hal ini Mawardi mendasarkan
pada moment penting yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidun, yaitu
pengangkatan Umar bin Khaththab sebagai kepala negara oleh Abu Bakar.
Pengangkatan Kepala Negara menurut An-Nabhani yaitu dengan cara membaiat,
namun sebelumnya dipilih oleh rakyat terlebih dahulu. Kelebihan dari cara ini adalah
lebih demokratis, sedangkan kelemahan nya adalah memerlukan waktu yang lama.
Landasan pemikiran An-Nabhani adalah peristiwa pembaiatan khalifah Utsman
menggantikan Umar.



